BAB 111
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Medan

Dinas Sosial Kota Medan Provinsi Sumatera Utara merupakan
unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab
langsung kepada Walikota Medan melalui Sekretaris Daerah Kota
Medan dengan tugas pokok melaksanakan wurusan pemerintah di
bidang sosial*!.

Pada mulanya, Dinas Sosial Kota Medan masih bergabung
dengan Dinas Tenaga Kerja yang disebut Dinas Sosial dan
Ketenagakerjaan (Dinsosnaker) sampai dengan tahun 2016. Setelah
dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota
Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kota Medan maka terbentuklah pada Tahun 2017 Dinas
Sosial Kota Medan berdiri sendiri dan pelaksanaan dalam pekerjaan

diatur dalam Peraturan Walikota Medan Nomor 35 Tahun 2017

tentang rincian tugas dan fungsi*’.

1 Internet, diakses pada 07 Oktober 2021, pukul 9:38 WIB, https://dissos.pemkomedan.go.id/site/
menu/Profil/read3/SEJARAH.html
*2 Ibid, https://dissos.pemkomedan.go.id/site/ menu/Profil/read3/SEJARAH.html
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Pembentukan Kantor Dinas Sosial Kota Medan pada tanggal
02 Januari 2017 untuk menuju kota sejahtera yang berkeadilan
sosial bagi seluruh masyarakat didasari atas adanya tujuan, visi,
misi, tugas pokok dan program yang disusun oleh Dinas Sosial
Kota Medan.
a) Tujuan Dinas Sosial
Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan
oleh Dinas Sosial. Tujuan ini dimaksudkan untuk menunjukkan
bahwa kantor Dinas Sosial Kota Medan telah menyelaraskan
apa yang harus dilaksanakan sesuai dengan sumber daya dan
kemampuan yang dimiliki serta arah kebijakan yang diambil.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak

Fakhruddin, SH selaku Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas

Sosial Kota Medan menunjukkan bahwa tujuan yang ingin

dicapai Kantor Dinas Sosial adalah:*

1) Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial.

2) Menciptakan kualitas sumber daya manusia baik sebagai
pelaku maupun penerima manfaat pembangunan kesejahteraan
sosial, menciptakan masyarakat maju, mandiri, dan berdaya
saing.

3) Meningkatkan partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan

Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

3 Hasil wawancara dengan bapak Fakhruddin,SH selaku Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kota
Medan, Jumat 08 Oktober 2021, Pukul 10.25Wib
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4) Meningkatkan kinerja aparatur, meningkatkan pelayanan dan
akuntabilitas kinerja.
b) Visi dan Misi
Terwujudnya  kesejahteraan  sosial dan  daya  saing
penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)**. Penyandang
masalah  kesejahteraan sosial (PMKS) merupakan individu,
keluarga, kelompok atau masyarakat yang mengalami kendala,
gangguan atau kesulitan, dan tidak dapat melaksanakan fungsi
sosialnya yang menyebabkan kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi
secara memadai baik kebutuhan jasmani, rohani, maupun
kebutuhan sosial®.
Adapun misi yang dimiliki oleh Dinas Sosial adalah sebagai
berikut:
1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai pelaku
maupun penerima manfaat pembangunan kesejahteraan sosial.
2) Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan sosial.
3) Meningkatkan kualitas lembaga sosial dalam melaksanakan

pelayanan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan

sosial (PMKS).

% Internet, diakses pada 07 Oktober 2021, pukul 10.03 WIB, http://dinsos.sumutprov.go.id/statis-
3/visi-misi-dan-tujuan.html

% Pasal 1 ayat 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan
Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber
Kesejahteraan Sosial
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4) Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha melalui
penanaman nilai-nilai kesetiakawanan sosial*C.
¢) Tugas dan Fungsi
Tugas Dinas Sosial Kota Medan sesuai dengan Peraturan

Gubernur  Sumatera Utara Nomor 17 tahun 2010 adalah

melaksanakan urusan pemerintahan daerah atau kewenangan

provinsi di  bidang Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial,

Pemberdayaan  Sosial, Pelayanan Dan Rehabilitasi  Sosial,

Perlindungan  Sosial Dan Jaminan  Sosial Serta  Tugas

Pembantuan*’. Fungsi Dinas Sosial diantaranya:

1) Perumusan kebijakan teknis di bidang potensi sumber
kesejahteraan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial,
perlindungan sosial dan jaminan sosial.

2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
dibidang potensi sumber kesejahteraan sosial, pemberdayaan
sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial
dan jaminan sosial.

3) Pelaksanaan pemberian perizinan di bidang kesejahteraan
sosial.

4) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan

sosial.

5) Pelaksanaan tugas pembantuan di bidang kesejahteraan sosial.

%6 Internet, diakses pada 07 Oktober 2021, pukul 10.14 WIB, http://dinsos.sumutprov.go.id/statis-
3/visi-misi-dan-tujuan.html

%7 Internet, diakses pada 07 Oktober 2021, pukul 10.27 WIB, http://dinsos.sumutprov.go.id/statis-
3/visi-misi-dan-tujuan.html
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6) Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal.

7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai
dengan tugas dan fungsinya®.

Dinas Sosial Kota Medan memiliki regulasi yang membantu
dan menjadi pedoman dalam mewujudkan kesejahteraan
masyarakat. Regulasi yang menjadi pedoman oleh Dinas Sosial
Kota Medan dalam mewujudkan visi misi Dinas Sosial Kota
Medan adalah:

a. Peraturan Walikota Kota Medan Nomor 33 Tahun 2021
tentang Kriteria Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu
Di Kota Medan.

b. Peraturan Walikota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Dan
Tata Kerja Perangkat Daerah.

c. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan.

d. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial
Daerah Provinsi Dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota.

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah®.

*8 Ibid, http://dinsos.sumutprov.go.id/statis-3/visi-misi-dan-tujuan.html

9 Internet, diakses pada 07 Oktober 2021, pukul 10:53 WIB, https://dissos.pemkomedan.go.id/
site/menu/Regulasi/read26/peraturan-menteri-dalam-negeri-republik-indonesia-nomor-80-tahun-
2015-tentang-pembentukan-produk-hukum-daerah.Html
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d) Program Dinas Sosial Kota Medan
Penertiban anak jalanan yang Dbiasanya dilakukan per
triwulan dalam setahun menjadi sekali dalam setahun, jumlah
anak jalanan pada tahun 2014 adalah 362 jiwa. Anak jalanan manusia
silver di Kota Medan berkurang karena didukung oleh program
yang telah disusun oleh Dinas Sosial Kota Medan diantaranya:*
1. Razia
Dinas Sosial Kota Medan melakukan razia dengan
membentuk Unit Reaksi Cepat (URC) dan bekerja sama
dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan. Razia
yang dilakukan tidak hanya terkait dengan anak jalanan
manusia silver saja melainkan juga terhadap anak jalanan
lainnya seperti: manusia badut, pengamen, gelandangan, dan
pengemis. Waktu pelaksanaan razia dilakukan 3 (tiga) kali
dalam jangka waktu 1 minggu dan tidak ditentukan secara
terjadwal melainkan pelaksanaan razia dilakukan secara tiba-
tiba.
2. Penertiban
Penertiban dilakukan Dinas Sosial Kota Medan adalah
dengan mengeluarkan surat pernyataan berupa perjanjian

untuk tidak berkeliaran di jalanan.

> Hasil wawancara dengan Bapak Lamo Lumbantobing, Selaku Pengelola Rehabilitasi Masalah
Sosial Dinas Sosial Kota Medan pada hari Jumat 08 Oktober 2021, Pukul 13.00 Wib
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3. Pendataan
Hasil penertiban yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota
Medan akan di data. Tujuan pendataan sebagai laporan dari
Dinas Sosial Kota Medan dan untuk mengetahui nama-
nama anak jalanan yang di tangkap saat razia.
4. Identifikasi dan pendampingan
Program  dapat  terlaksana  jika  pithak  keluarga
menyerahkan anak kepada Dinas Sosial Kota Medan.
Pendampingan diberikan pada saat anak ditempatkan di panti
atau rumah singgah Dinas Sosial Kota Medan.
5. Bantuan makanan
Bantuan makanan diberikan bagi masyarakat yang kurang
mampu atau masyarakat yang mengalami cacat secara fisik
maupun mental. Bantuan makanan juga diberikan bagi anak
jalanan yang berada di rumah singgah Dinas Sosial Kota
Medan.
6. Layanan kesehatan
Program layanan kesehatan diberikan kepada masyarakat
yang kurang mampu dan sedang mengalami penyakit yang
cukup serius.
7. Pembinaan mental
Program pembinaan mental lebih diterapkan kepada anak
jalanan terutama terhadap anak jalanan yang masih dibawah

umur. Bentuk yang dilakukan adalah dengan memberikan
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nasihat dan ajaran agama agar kehidupan anak jalanan jauh
lebih baik dan terarah.
8. Pelatihan keterampilan
Pelatihan keterampilan yang diberikan adalah berupa
pengajaran bagi anak jalanan untuk lebih Dberkreativitas.
Bentuk yang dilakukan adalah dengan mengasah hobi dan
mengajarkan mereka membuat suatu keterampilan yang bisa
menghasilkan uvang agar jika saat pembinaan yang dilakukan
dalam panti atau rumah singgah sudah cukup, anak dapat
menggunakan keterampilan tersebut dan tidak berkeliaran di
jalanan.
9. Kegiatan sosial
Bentuk kegiatan sosial yang dilakukan Dinas Sosial
Kota Medan adalah dengan melakukan sosialisasi ke
masyarakat, memberikan bantuan kepada masyarakat yang
kurang mampu.
2. Peranan Dinas Sosial Kota Medan Terhadap Pemenuhan Hak-
Hak Anak Jalanan Yang Menjadi Manusia Silver
Hasil wawancara dengan Bapak Lamo Lumbantobing sebagai
Pengelola Rehabilitasi Masalah Sosial Dinas Sosial Kota Medan
memberikan pengertian anak jalanan dengan berdasarkan Lampiran
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012
tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang

Masalah ~ Kesejahteraan ~ Sosial Dan  Potensi  Dan  Sumber

37



Kesejahteraan Sosial yang menyatakan: “anak jalanan adalah anak
yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan,
dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan
sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-
hari”!,
Berdasarkan ~ ketentuan ~ diatas, @ bapak = Lamo  Lumbantobing
menyimpulkan kriteria anak jalanan yaitu:>
a. Menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan maupun di
tempat-tempat umum.
b. Mencari nafkah dan/atau berkeliaran di jalanan maupun di
tempat-tempat umum.
Pihak Dinas Sosial Kota Medan telah melakukan pendataan
dengan cara assessment bahwa jumlah anak jalanan setiap tahunnya

berbeda-beda. Peningkatan jumlah anak jalanan terjadi pada tahun

2019-2020 dengan dibuktikan berdasarkan grafik dibawah ini.

>1 Lampiran Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyendang Masalah Kesejahteran Sosial Dan Potensi Dan
Sumber Kesejahteraan Sosial.

>2 Hasil wawancara dengan Bapak Lamo Lumbantobing, Selaku Pengelola Rehabilitasi Masalah
Sosial Dinas Sosial Kota Medan pada hari Jumat 08 Oktober 2021, Pukul 13.00 Wib.
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Grafik 3.1
Data Anak Jalanan Dinas Sosial Kota Medan Tahun 2017-2021

DATA ANAK JALANAN TAHUN 2017-2021

o,

\_
= 2017 = 2018 = 2019 2020 Sep-21

Sumber: Hasil wawancara dengan Bapak Lamo Lumbantobing,
Selaku Pengelola Rehabilitasi Masalah Sosial Dinas Sosial Kota
Medan, 08 Oktober 2021

Hasil penelitian menyatakan bahwa grafik diatas merupakan
jumlah anak jalanan yang dibina oleh Dinas Sosial Kota Medan.
Anak jalanan yang dibina oleh Dinas Sosial Kota Medan merupakan
anak jalanan yang sudah tidak memiliki orangtua, putus sekolah,
dan karena orangtua yang tidak mampu memenuhi kebutuhan anak.
Data tersebut dapat dibuktikan berdasarkan hasil wawancara yang
dilakukan dengan beberapa anak jalanan yang dibina di Dinas

Sosial Kota Medan.
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Table 3.1

Data Anak Jalanan Yang Dibina Oleh Dinas Sosial Kota Medan

Nama Anak Tempat Alasan Turun ke

No Umur o .

Jalanan Terjaring Jalanan

1. | Y (Pengamen) 14 Lampu Orangtua tidak sanggup
Dibina pada bulan | tahun Merah Sei | membiayai pendidikan
Januari 2021 Sikambing | sekolah sehingga orangtua

menyerahkan kepada
Dinas Sosial Kota
Medan

2. | T (Membersihkan 15 Lampu Ingin membantu keluarga.
Kaca Mobil) tahun Merah Sei | Anak telah berulang kali
Dibina pada bulan Sikambing | ditangkap oleh Dinas
Januari 2021 Sosial Kota Medan

sehingga anak dibina
oleh Dinas Sosial Kota
Medan.

3. | F (Pengamen) 16 Jalan Gatot | Tidak mendapat uang
Dibina pada bulan | tahun Subroto jajan dari orangtua.
Januari 2021

4. | I (Manusia Silver) | 12 Jalan Membantu kakak mencari
Dibina pada tahun Pondok uang, karena ditinggal
November 2020 Kelapa oleh orangtua. Dinas

Sosial Kota Medan
membawa anak ke panti
dan dibina.

5. | A (Manusia Silver) | 10 Jalan Membantu orangtua
Dibina Februari tahun Jamin mencari uang. Dibina
2021 Ginting oleh Dinas Sosial Kota

Medan karena anak
masih dibawah umur dan
orangtua anak tidak
membiayai pendidikan
anak.

6. | N (Manusia Badut) | 9 tahun | Jalan Tidak diberikan uang
Dibina Februari Jamin jajan oleh tantenya.
2021 Ginting Dinas Sosial Kota

Medan mengangkat anak
jalanan tersebut karena
anak tidak memiliki
orangtua.

Sumber: Hasil wawancara dengan anak jalanan yang dibina oleh Dinas
Sosial Kota Medan, 2 Desember 2021
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Berdasarkan data di atas dapat diketahui jenis pekerjaan yang

dilakukan anak jalanan, yaitu:>

pengemis, pengamen, jasa membersihkan
kaca mobil, menjadi badut dan menjadi manusia silver.

Jenis pekerjaan anak jalanan yang akan dibahas dalam penelitian
ini adalah anak jalanan yang menjadi manusia silver. Menurut Bapak
Lamo Lumbantobing, manusia silver adalah pengamen yang rela
tubuhnya di cat semprot berwarna perak yang mengkilat, sehingga
menarik perhatian orang yang berlalu lalang. Mereka bergerak dengan
berpantonim meniru gerakan-gerakan robot dan ditangan mereka terdapat
sebuah kotak dari kardus yang bertuliskan “peduli yatim piatu” namun
berdasarkan hasil di lapangan anak jalanan yang menjadi manusia
silver 90% masih memiliki keluarga dan masih bersekolah®*.

Anak jalanan manusia silver di Kota Medan muncul pada masa
pandemi Covid-19 yaitu pada tahun 2020 hingga saat ini. Keberadaan
manusia silver ini awalnya cukup menarik mata dan perhatian. Tidak
jarang akhirnya membuat masyarakat yang melihat aksi tersebut menjadi
tergerak hatinya untuk menyumbangkan sedikit rezeki yang mereka
miliki. Namun jika diamati lebih lanjut, keberadaan manusia silver ini
semakin menjamur dan justru membuat masyarakat menjadi resah

dengan berbagai motif yang dilakukan salah satunya adalah dengan

menggunakan identitas “untuk anak yatim piatu”. Hal ini menjadi

>3 Hasil wawancara dengan Bapak Lamo Lumbantobing, Selaku Pengelola Rehabilitasi Masalah Sosial
Dinas Sosial Kota Medan pada hari Jumat 08 Oktober 2021, Pukul 13.00 Wib

>* Hasil wawancara dengan Bapak Lomo Lumbantobing, Selaku Pengelola Rehabilitasi Masalah Sosial
Dinas Sosial Kota Medan, Jumat 08 Oktober 2021, Pukul 13.10 Wib

41



faktor mengapa Dinas Sosial Kota Medan melakukan penertiban agar
identitas yang digunakan tersebut tidak disalahgunakan.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Lamo
Lumbantobing menjelaskan bahwa peranan Dinas Sosial Kota Medan
dalam pemenuhan hak terhadap anak jalanan manusia silver, diwujudkan
dengan melaksanakan program yang telah disusun oleh Dinas Sosial
Kota Medan diantaranya dengan adanya sistem operasi. Sistem operasi
yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial Kota Medan adalah melakukan
kerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan (Satpol
PP). Operasi penertiban yang dilakukan menggunakan 4 (empat) cara,
yaitu: >
1. Penertiban

Penertiban yang dilakukan adalah dengan razia dadakan tanpa
dijadwalkan oleh pihak petugas Unit Reaksi Cepat (URC) Dinas

Sosial Kota Medan. Hal ini dilakukan agar anak jalanan manusia

silver tersebut tidak melarikan diri atau menghindar dari pihak

petugas Unit Reaksi Cepat (URC). Penertiban ini dilakukan 3 kali
dalam 1 minggu dengan hari yang tidak tentu.

Petugas Unit Reaksi Cepat (URC) masih memberikan peringatan
bagi anak jalanan manusia silver yang baru pertama kali turun ke
jalanan dan belum pernah dibawa ke Dinas Sosial Kota Medan

namun jika anak jalanan manusia silver tersebut sudah sering

>°> Hasil wawancara dengan Bapak Lamo Lumbantobing, Selaku Pengelola Rehabilitasi Masalah Sosial
Dinas Sosial Kota Medan pada hari Jumat 08 Oktober 2021, Pukul 13.35Wib.
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ditertibkan oleh Dinas Sosial Kota Medan maka anak jalanan
manusia silver yang ditertibkan oleh Unit Reaksi Cepat (URC)

akan dibawa ke Dinas Sosial Kota Medan.

Gambar 3.1. Hasil penertiban anak manusia silver yang dilakukan
Unit Reaksi Cepat (URC)

Sumber: Dokumentasi Penertiban Dinas Sosial Kota Medan, 04 Oktober 2021

Gambar 3.2. Penertiban Anak Jalanan Manusia Silver Yang Dilakukan
Oleh Dinas Sosial Kota Medan

Sumber: Dokumentasi Penertiban Dinas Sosial Kota Medan, 04 Oktober 2021
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Pihak Dinas Sosial Kota Medan menyuruh mereka untuk
membersihkan diri di kamar mandi umum yang disediakan oleh
Dinas Sosial Kota Medan, dan pihak Dinas Sosial Kota Medan
akan menghubungi orangtua anak jalanan manusia silver. Hal tersebut
dilakukan baik bagi anak jalanan manusia silver perempuan atau
laki-laki. Dinas Sosial Kota Medan tidak membedakan baik anak
laki-laki ataupun perempuan. Mereka melakukan tugas sesuai dengan

peraturan yang ditetapkan.

. Pendataan

Anak jalanan manusia silver yang tertangkap pada saat operasi
penertiban yang dilakukan Unit Reaksi Cepat (URC) dengan Satuan
Polisi Pamong Praja Kota Medan akan dibawa ke Dinas Sosial,
kemudian akan diminta keterangan berupa asal usul anak, apakah
anak masih memiliki keluarga, alasan mengapa ke jalanan dan
membuat surat pernyataan berupa perjanjian antara orangtua dengan

Dinas Sosial untuk tidak membiarkan anak turun ke jalanan.

Gambar 3.3. Proses pendataan terhadap salah satu anak
manusia silver

T : _
nt, 11 Oktober 2021

e

Sumber: Dokumentasi Assessme
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3.

Dokumentasi

Operasi penertiban yang dilakukan akan didokumentasikan sebagai
bukti laporan petugas Unit Reaksi Cepat (URC) dan hasil
dokumentasi terhadap anak jalanan manusia silver akan dijadikan
bukti bahwa anak tersebut pernah tertangkap dan dokumentasi

tersebut sebagai data bagi Dinas Sosial.

4. Penilaian (4ssessment)

Penilaian dilakukan berdasarkan hasil operasi petugas Unit Reaksi
Cepat (URC) berupa keterangan dari anak jalanan manusia silver
serta  dokumentasi. Hasil operasi akan dilaporkan kepada Bapak Lamo
Lumbantobing sebagai Pengelola Rehabilitasi Masalah Sosial Dinas
Sosial Kota Medan.

Dinas Sosial melakukan proses assessment terhadap anak jalanan
untuk mengetahui asal usul anak apakah anak masih mempunyai
keluarga inti atau tidak. Apabila anak masih mempunyai keluarga
maka akan dikembalikan ke orangtua atau keluarganya, tetapi jika
anak tidak lagi mempunyai orangtua atau keluarga maka pihak
Dinas Sosial akan mencari keluarga pengganti ataupun anak tersebut
dititipkan kepada panti asuhan. Jika anak tidak ingin dikembalikan
kepada orangtua maka Dinas Sosial akan mengidentifikasi masalah-
masalah yang dihadapi anak dan keluarganya yang berkaitan dengan
pengasuhan anak, kesiapan dan kapasitas orangtua.

Dinas Sosial Kota Medan memiliki panti yang merupakan fasilitas

yang membantu Dinas Sosial untuk mencapai tujuannya yaitu
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mengurangi anak jalanan manusia silver. Menurut Bapak Lamo
Lumbantobing, Dinas Sosial Kota Medan memiliki rumah singgah
atau panti yang berstatus milik Dinas Sosial Kota Medan. Panti
asuhan tersebut berada di Binjai Kebun Lada yang dipakai untuk
menempatkan anak jalanan manusia silver yang orangtuanya sudah
tidak mampu membiayai kebutuhannya sehari-hari sehingga orangtua
anak jalanan tersebut menyerahkannya kepada Dinas Sosial Kota
Medan®.

Rumah singgah atau panti asuhan tersebut memiliki dampak
positif bagi anak jalanan manusia silver karena anak jalanan manusia
silver tersebut masih bisa dijangkau untuk diberikan keterampilan
yang sesuai dengan bakat dan minatnya seperti: membaca puisi,
bermain alat musik, bernyanyi, menggambar dan sebagainya®’.

Rumah singgah merupakan sarana yang disediakan oleh Dinas
Sosial Kota Medan terhadap anak jalanan manusia silver yang
hendak dibina oleh Dinas Sosial Kota Medan. Adanya rumah singgah
membantu pihak pembinaan Dinas Sosial Kota Medan dalam
melakukan peranannya untuk memberi ilmu pengetahuan, kesempatan
bermain bersama-sama dengan anak jalanan lainnya serta pembinaan
yang menanamkan nilai-nilai  kehidupan seperti: bersikap  jujur,

kesadaran akan pentingnya pendidikan, pemahaman bahwa setiap

>6 Hasil wawancara dengan Bapak Lamo Lumbantobing, Selaku Pengelola Rehabilitasi Masalah Sosial
Dinas Sosial Kota Medan pada hari Jumat 08 Oktober 2021, Pukul 13.00 Wib.

>” Hasil wawancara dengan Bapak Lamo Lumbantobing, Selaku Pengelola Rehabilitasi Masalah Sosial
Dinas Sosial Kota Medan pada hari Jumat 08 Oktober 2021, Pukul 13.21 Wib.
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individu haruslah beragama dan sebagainya®. Hal tersebut perlu
ditanamkan agar kehidupan anak jalanan manusia silver lebih baik

untuk masa depannya.

3. Kasus Anak Jalanan Yang Menjadi Manusia Silver
Berikut ini adalah data empat anak jalanan manusia silver sebagai
responden.

Tabel 3.2. Data Anak Jalanan Manusia Silver Di Dinas Sosial

Kota Medan
Alasan Anak
Jenis Tempat Jalar.lan.
No Nama Umur K . Agama NG Menjadi
elamin Terjaring M .
anusia
Silver
¥ P 16 Perempuan  Kristen  Setiabudi = Untuk Bisa
tahun Makan
2. #*R 16 Laki-laki Kristen = Setiabudi = Membantu
tahun ekonomi
keluarga
3. S 14 Perempuan  Kristen = Setiabudi = Tidak diberi
tahun uang jajan
oleh orangtua.
4. G 15 Laki-laki Kristen  Setiabudi = Selalu
tahun dimarahin di
rumah

Sumber: Wawancara Anak Jalanan Manusia Silver, 11 Oktober 2021

Adapun hal-hal yang terkait dengan faktor yang mendorong mereka
menjadi anak jalanan dan pengalaman mereka selama menjadi anak
jalanan akan diuraikan berikut ini.

a. P, 16 tahun, perempuan
P menjadi anak jalanan manusia silver ingin membantu

perekonomian orangtua agar bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari

8 Ibid
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terutama untuk makan®. P telah ditangkap oleh Dinas Sosial Kota
Medan sebanyak 4 kali, namun pada saat dilakukan razia P melarikan
diri. Pada tanggal 20 September 2021, P tertangkap kembali di jalanan
dan dibawa ke Dinas Sosial Kota Medan untuk dibina di Panti
Dinas Sosial Kota Medan®.

Dinas Sosial Kota Medan melakukan proses assessment. Proses
assessment P menyatakan tidak memiliki orangtua lagi karena
orangtuanya sudah bercerai dan sekarang P tinggal bersama tantenya.
Dinas Sosial Kota Medan telah menghubungi tantenya dan tante P
langsung memberi pernyataan bahwa tidak sanggup memenuhi
kebutuhan P karena untuk makan keluarganya saja masih susah.
Dinas  Sosial Kota Medan masih melakukan usaha  untuk
mengembalikan anak ke orangtua wali dengan mendatangi tempat
tinggal anak namun sepanjang musyawarah, orangtua wali P menolak
untuk anak dikembalikan dan menyerahkan P kepada pihak Dinas
Sosial Kota Medan. Pihak Dinas Sosial Kota Medan membuat surat
pernyataan yang berisikan keterangan bahwa orangtua wali P telah
menyerahkan P sepenuhnya kepada pihak Dinas Sosial Kota Medan

dan akan menjemput P saat telah dapat memenuhi kebutuhan PS!.

%9 Hasil wawancara dengan P, Anak Jalanan Manusia Silver pada tanggal 11 Oktober 2021
60 Hasil wawancara dengan bapak Wardiman Winarta Manurung, Petugas Unit Reaksi Cepat Dinas Sosial
Kota Medan, Senin 11 Oktober 2021, Pukul 13.20 Wib
®1 Hasil wawancara dengan Bapak Lamo Lumbantobing, Selaku Pengelola Rehabilitasi Masalah Sosial
Dinas Sosial Kota Medan pada hari Minggu 12 Desember 2021, Pukul 17.20 Wib
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Gambar 3.4. P Anak Jalanan Manusia Silver Ditertibkan Dinas
Sosial Kota Medan

Sumber: Dokumentasi Wawancara, 11 Oktober 2021

P dibawa ke panti Dinas Sosial Kota Medan. Di panti
Dinas Sosial Kota Medan anak dibina dan diajarkan membuat
suatu keterampilan, belajar di ruangan, dan sebagainya. Anak juga
diberikan fasilitas pokok seperti makanan, vitamin, pakaian dan
sebagainya. Anak masih di panti Dinas Sosial Kota Medan hingga

saat ini®.

. R, 16 tahun, laki-laki

R merupakan anak jalanan yang menjadi tulang punggung
keluarga akibat kedua orangtua sudah bercerai dan telah 3 kali
ditangkap. Pada tanggal 20 September 2021 Dinas Sosial Kota

Medan membawa anak ke Panti Dinas Sosial Kota Medan untuk

%2 Ibid
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diberikan pembinaan. Anak turun ke jalan untuk membeli susu
adiknya yang dititipkan kepada bibi mereka®.

Orangtua wali sudah pernah membuat surat pernyataan yang
berisi perjanjian tidak membiarkan R untuk ke jalanan dan jika
R masih berkeliaran di jalanan maka R akan dibina di Panti
Dinas Sosial Kota Medan, namun pada saat Dinas Sosial Kota
Medan melakukan penertiban ternyata R masih sering berkeliaran di
jalanan. Dinas Sosial Kota Medan menghubungi orangtua wali R untuk
datang ke Dinas Sosial untuk diminta keterangan namun orangtua
wali R mengatakan bahwa R turun ke jalanan untuk membeli susu
adiknya. Orangtua wali tidak memiliki uang lebih untuk susu adiknya
setiap hari®.

Pihak Dinas Sosial Kota Medan telah memberikan bantuan
kepada orangtua wali R namun bantuan tersebut ditolak oleh
orangtua wali karena lebih baik R bersama adiknya dipelihara
oleh Dinas Sosial Kota Medan dan meminta kepada Dinas Sosial
Kota Medan untuk mencari orangtua pengganti agar masa depan
R dan adiknya baik. Sebelum anak dibina di Panti Dinas Sosial
Kota Medan orangtua wali akan menandatangani surat pernyataan
berupa perjanjian bahwa telah menyerahkan anak kepada pihak
Dinas Sosial Kota Medan dan bersedia jika anak diangkat oleh

orang tua lain.

®3 Hasil wawancara dengan R, Anak Jalanan Manusia Silver pada tanggal 11 Oktober 2021

64 Hasil wawancara dengan Bapak Lamo Lumbantobing, Selaku Pengelola Rehabilitasi Masalah Sosial

Dinas Sosial Kota Medan pada hari Minggu 12 Desember 2021, Pukul 17.20 Wib
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Gambar 3.5. R Anak Jalanan Manusia Silver Yang

Ditertibkan Dinas Sosial Kota Medan

Sumber: Dokumentasi Wawancara, 11 Oktober 2021

Fasilitas yang diberikan oleh Panti Dinas Sosial Kota Medan
kepada anak berupa pengajaran jasmani dan rohani, keterampilan
membuat karya, belajar umum, dan anak hingga saat ini masih
dibina di Panti Dinas Sosial Kota Medan®.

c. S, 14 tahun, perempuan

S berkeliaran di jalanan dan menjadi manusia silver akibat
perceraian orangtua dan perekonomian yang rendah sehingga
anak mencari uang untuk jajan sehari-hari. Anak telah tertangkap

4 kali oleh Dinas Sosial Kota Medan®.

®° Hasil wawancara dengan Bapak Lamo Lumbantobing, Selaku Pengelola Rehabilitasi Masalah Sosial
Dinas Sosial Kota Medan pada hari Minggu 12 Desember 2021, Pukul 17.20 Wib
% Hasil wawancara dengan S, Anak Jalanan Manusia Silver pada tanggal 11 Oktober 2021
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Pada saat penertiban S tertangkap dan kemudian dibawa
ke Dinas Sosial Kota Medan untuk diproses. Dinas Sosial
Kota Medan mengajukan beberapa pertanyaan diantaranya terkait
alasan mengapa S masih berkeliaran di jalanan, kehidupan S
sehari-hari, hubungan keluarga dengan S apakah baik-baik saja
atau tidak. Pihak Dinas Sosial Kota Medan juga telah
menghubungi kedua orangtua S namun orangtuanya tidak dapat
dihubungi sehingga Dinas Sosial Kota Medan mendatangi rumah
S.

Dinas Sosial Kota Medan mendatangi rumah S ternyata
orangtua S tidak berada di rumah dan pihak Dinas Sosial
Kota Medan masih berusaha menghubungi pihak keluarga S
yang lain namun pihak keluarga S yang lain tersebut juga
tidak dapat dihubungi sehingga Dinas Sosial Kota Medan
membawa S ke Panti Dinas Sosial Kota Medan. Hingga setelah
1 minggu Dinas Sosial Kota Medan masih menghubungi
orangtua S dan tetap mendatangi rumah keluarga namun tidak
membawa hasil, akhirnya pihak Dinas Sosial Kota Medan
membuat keputusan untuk membina S di Panti Dinas Sosial

Kota Medan sampai orangtua S menjemputnya.
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Gambar 3.6. S, Anak Jalanan Manusia Silver Yang Ditertibkan Dinas

Sosial Kota Medan

Sumber: Dokumentasi Wawancara, 11 Oktober 2021

S dibina di Panti Dinas Sosial Kota Medan pada tanggal
20 September 2021. Dinas Sosial Kota Medan memberikan
belajar umum untuk menegaskan kepada anak bahwa pendidikan
perlu untuk mereka. Dinas Sosial Kota Medan tidak hanya
memberikan tempat tinggal, namun Dinas Sosial Kota Medan
juga memberikan kebutuhan jasmani dan rohani. Dinas Sosial
Kota Medan telah menghubungi keluarga namun pihak keluarga
tidak datang ke Dinas Sosial Kota Medan sehingga anak juga
bersedia untuk dibina di Dinas Sosial Kota Medan®’.

d. G, 15 tahun, laki-laki
G yang berkeliaran di jalanan dan menjadi manusia

silver akibat kekerasan yang dilakukan oleh orangtuanya sehingga

®7 Hasil wawancara dengan Bapak Lamo Lumbantobing, Selaku Pengelola Rehabilitasi Masalah Sosial
Dinas Sosial Kota Medan pada hari Minggu 12 Desember 2021, Pukul 17.20 Wib
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anak tidak betah untuk di rumah. Anak telah 3 kali tertangkap
oleh Dinas Sosial Kota Medan saat melakukan penertiban.
Pihak Dinas Sosial Kota Medan membawa G ke Dinas Sosial
dan menghubungi kedua orangtuanya, namun pada saat
orangtuanya datang dan membuat surat pernyataan terkait anak
tidak berkeliaran di jalanan, G tidak bersedia pulang bersama
orangtuanya karena trauma atas perilaku yang dilakukan oleh

orangtuanya®®.

Gambar 3.7. G Anak Jalanan Manusia Silver Yang Ditertibkan
Dinas Sosial Kota Medan

Sumber: Dokumentasi Wawancara, 11 Oktober 2021

Mengingat G masih memiliki orangtua, maka tidak mungkin
G dibawa ke Panti Dinas Sosial Kota Medan. Dinas Sosial
Kota Medan kemudian meminta penjelasan kepada orangtua G

atas pernyataan G tersebut, namun orangtuanya justru memarahi

%8 Hasil wawancara dengan G, Anak Jalanan Manusia Silver pada tanggal 11 Oktober 2021
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G. Tindakan yang dilakukan oleh orangtua G membuat Dinas
Sosial Kota Medan prihatin terhadap anak sehingga Dinas Sosial
Kota Medan memberi masukan agar G dibina untuk sementara
di Panti Dinas Sosial Kota Medan untuk menyembuhkan mental
atas tindakan kekerasan orangtuanya.

Dinas Sosial Kota Medan memberikan penjelasan terkait
dampak negatif jika orangtua G masih melakukan tindakan
kekerasan seperti memukulnya dan pihak Dinas Sosial Kota
Medan memberi pandangan kepada orangtua bahwa dengan G
dibina Dinas Sosial Kota Medan dapat memperbaiki mental G
secara perlahan-lahan. Salah satu cara untuk memperbaiki mental
G dengan melatih kreativitas G sesuai dengan bakat yang
dimiliki seperti minat bernyayi, bermain alat musik, membaca
puisi dan sebagainya.

Penjelasan dari pihak Dinas Sosial Kota Medan membuat orangtua
G menjadi lebih paham tujuan G dibina di Dinas Sosial Kota Medan
sampai pada akhirnya orangtua menyerahkan G kepada pihak Dinas
Sosial Kota Medan agar G dibina di Panti Dinas Sosial Kota
Medan®’.

Anak jalanan manusia silver berjenis kelamin perempuan tidak

membuka pakaiannya sebagai manusia silver, mereka hanya mewarnai

% Hasil wawancara dengan Bapak Lamo Lumbantobing, Selaku Pengelola Rehabilitasi Masalah Sosial
Dinas Sosial Kota Medan pada hari Minggu 12 Desember 2021, Pukul 17.20 Wib
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wajah mereka menjadi warna silver dan melakukan gerakan robot di
jalan raya setiap harinya.

Menurut Bapak Wardiman Winarta Manurung dan Bapak Aziskan
Siregar selaku Petugas Unit Reaksi Cepat Dinas Sosial Kota Medan’,
faktor yang mendorong anak menjadi anak jalanan secara umum
adalah ekonomi atau karena miskin. Faktor ekonomi yang rendah
membuat anak untuk turun ke jalan mencari uang demi terpenuhinya
kebutuhan hidup. Selain itu, anak lari dari rumah karena mereka
sering mengalami kekerasan dari orangtua.

Berdasarkan hal tersebut maka perlu peran keluarga dan peran
dari pemerintah dalam membentuk kepribadian anak. Pola asuh yang
diberikan orangtua terhadap anak yang baik akan memberikan bekal
untuk hidup bermasyarakat, dapat berperilaku sopan santun dan
menghindari berperilaku menyimpang dari norma-norma yang berlaku
di masyarakat.

Dinas Sosial Kota Medan memiliki peranan yang penting dalam
pemenuhan hak-hak anak jalanan atas penertiban yang dilakukan untuk
mewujudkan kesejahteraan anak jalanan terutama pada anak jalanan
manusia silver.

Peranan Dinas Sosial Kota Medan tidak fokus terhadap pemenuhan
hak-hak anak yang berada di jalanan namun lebih utama pada

pengurangan anak jalanan dan pemenuhan hak-hak anak jalanan yang

7% Hasil wawancara dengan bapak Wardiman Winarta Manurung dan bapak Aziskan Siregar, Petugas Unit
Reaksi Cepat Dinas Sosial Kota Medan, Senin 11 Oktober 2021, Pukul 13.20 Wib.
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dibina di Panti Dinas Sosial Kota Medan. Menurut Bapak Lamo
Lumbantobing bentuk pengurangan anak jalanan adalah dengan
melakukan  penertiban, namun Dinas Sosial Kota Medan tetap
memperhatikan hak-hak anak jalanan walaupun hak tersebut tidak
mempengaruhi kehidupan anak jalanan terutama terhadap anak jalanan

yang menjadi manusia silver.

4. Kendala Yang Dihadapi Dinas Sosial Kota Medan Sumatera Utara
Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Jalanan Yang Menjadi

Manusia Silver Di Kota Medan

Dinas Sosial Kota Medan menghadapi kendala dalam melakukan
penertiban yang dilakukan terhadap keempat anak manusia silver yang
dibina di Panti Dinas Sosial Kota Medan. Kendala tersebut adalah:
1. Keterbatasan dana

Keterbatasan dana menghambat untuk melakukan penertiban
terhadap anak jalanan dan untuk mendirikan rumah singgah atau
panti sosial. Panti sosial yang selama ini digunakan adalah milik

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dikarenakan Dinas

Sosial Kota Medan mengalami keterbatasan dana. Sumber daya

manusia dari Dinas Sosial Kota Medan masih sedikit dan sangat

kurang dalam mengatasi anak jalanan manusia silver di Kota

Medan, sehingga instansi lain seperti Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Medan (Satpol PP) ikut turun serta dalam menangani anak

jalanan manusia silver. Hal ini yang menyebabkan Dinas Sosial
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Kota Medan belum bisa menjalankan implementasi tersebut secara
efektif dan efesien secara maksimal’'.
2. Kurangnya sarana dan prasarana

Panti Dinas Sosial Kota Medan atau penampungan untuk anak
jalanan sudah penuh dan mobil pengangkut yang digunakan Dinas
Sosial Kota Medan adalah mobil pengangkut Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Medan (Satpol PP) sehingga Dinas Sosial Kota Medan
berkerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan
(Satpol PP) dalam melakukan penertiban.

Keempat anak jalanan manusia silver yang dibina di Panti
Dinas Sosial Kota Medan harus bergantian untuk menggunakan
fasilitas yang disediakan oleh Panti Dinas Sosial Kota Medan
seperti bergantian untuk menggunakan kamar mandi, menggunakan
alat musik dan membaca buku karena keterbatasan dana. Hal ini
telah dilakukan upaya berupa pengajuan surat rekomendasi kepada
Pemerintah Kota Medan untuk membangun panti namun sampai
saat ini belum disetujui oleh pemerintah karena masih fokus dalam
mengatasi Covid-19">.

3. Kurangnya kesadaran masyarakat.

Hal yang dialami oleh keempat anak jalanan manusia silver

pada dasarnya adalah faktor ekonomi dan lingkup internal keluarga,

sehingga terjadilah penyimpangan. Dinas Sosial Kota Medan telah

71 Hasil wawancara dengan Bapak Lamo Lumbantobing, Selaku Pengelola Rehabilitasi Masalah Sosial
Dinas Sosial Kota Medan pada hari Senin 11 Oktober 2021, Pukul 14.10Wib
72 Ibid

58



melakukan sosialisasi kepada keempat orangtua anak jalanan manusia
silver pada saat dilakukan penertiban oleh Dinas Sosial Kota Medan
namun kenyataan di lapangan anak masih berada di jalanan.
Sosialisasi yang diberikan terkait bahaya penggunaan cairan silver
bagi kesehatan yang dipakai anak, pentingnya anak untuk
melanjutkan pendidikan dan menjelaskan resiko terhadap anak yang
berada di jalanan.

Adapun masalah lainnya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat
yang memberikan sesuatu kepada anak jalanan yang berada di
jalanan, baik berupa uang atau lainnya, seakan-akan mereka berjiwa
sosial padahal dengan kejadian seperti ini dapat menyebabkan
tumbuh suburnya anak jalanan manusia silver yang berada di

jalanan’.

B. Pembahasan
1. Peranan Dinas Sosial Kota Medan Terhadap Pemenuhan Hak-Hak

Anak Jalanan Yang Menjadi Manusia Silver

Peranan Dinas Sosial Kota Medan dalam memenuhi hak-hak anak
jalanan yang menjadi manusia silver, khususnya hak-hak keempat anak
jalanan manusia silver yang dibina di Panti Dinas Sosial Kota Medan
akan dibahas melalui programnya yang terdiri dari: razia, penertiban,
pendataan, identifikasi dan pendampingan, bantuan makanan, layanan

kesehatan, pembinaan mental, pelatihan keterampilan dan kegiatan sosial.

73 Ibid
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a. Razia

Dinas Sosial Kota Medan melakukan razia dengan membentuk
Unit Reaksi Cepat (URC) dan bekerja sama dengan Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Medan. Razia yang dilakukan tidak hanya
terkait dengan anak jalanan manusia silver saja melainkan juga
terhadap anak jalanan lainnya sepertii manusia badut, pengamen,
gelandangan, dan pengemis. Waktu pelaksanaan razia dilakukan 3
(tiga) kali dalam jangka waktu 1 minggu dan tidak ditentukan
secara terjadwal melainkan pelaksanaan razia dilakukan secara tiba-
tiba.

Razia yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan secara
tiba-tiba membawa dampak negatif terhadap mental anak jalanan
manusia silver terutama terhadap keempat anak manusia silver yang
dibina oleh Dinas Sosial Kota Medan. Pada saat dilakukan razia
keempat anak manusia silver tersebut berusaha melarikan diri dan
menyembunyikan diri agar tidak tertangkap oleh pihak Unit Reaksi
Cepat (URC) namun dalam hal ini pihak Unit Reaksi Cepat
(URC) tidak mengejar anak karena akan membahayakan keselamatan
anak dengan banyaknya kendaraan di jalan raya jika Unit Reaksi

Cepat (URC) tetap mengejarnya’.

7% Hasil wawancara dengan bapak Aziskan Siregar, Petugas Unit Reaksi Cepat Dinas Sosial Kota Medan,
Selasa 14 Desember 2021, Pukul 10.20 Wib
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Menurut penulis, pelaksanaan razia yang dilakukan oleh Dinas
Sosial Kota Medan merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap
hak anak. Penyelenggaraan razia berasaskan Pancasila berlandaskan
Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia 1945 serta prinsip
dasar Konvensi Hak Anak meliputi: non diskriminasi, kepentingan
yang terbaik bagi anak, hak wuntuk hidup, kelangsungan hidup,
perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak. Pasal 23
ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002
tentang  Perlindungan = Anak menyatakan bahwa: “Negara dan
pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan
anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orangtua, wali,
atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap
anak”.

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua
berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan
perlindungan anak. Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
menyatakan bahwa: orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab
untuk:

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak

2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan,
bakat, dan minatnya
Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak

4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi
pekerti pada anak

W
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Jika setiap orang baik pemerintah, orang tua atau keluarga
dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab
atau  melakukan tindakan penelantaran terhadap anak yang
mengakibatkan sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun
sosial maka akan dikenakan ketentuan pidana yang dinyatakan
dalam Pasal 77 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
23  Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa: “Dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp.100.000.00,00 (seratus juta rupiah)”.

Razia merupakan suatu bentuk penyelenggara perlindungan
terhadap anak jalanan yang telah dilakukan Dinas Sosial Kota
Medan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat
hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai
dengan  harkat dan martabat kemanusiaan, serta  mendapat
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya
anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

b. Penertiban

Penertiban dilakukan Dinas Sosial Kota Medan adalah dengan
mengeluarkan  surat pernyataan berupa perjanjian untuk tidak
berkeliaran di jalanan. Surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh
anak. Berdasarkan keterangan keempat anak jalanan manusia silver
surat pernyataan tersebut tidak membawa pengaruh besar karena

mereka menandatangani surat pernyataan tersebut agar mereka
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segera diloloskan dan dikembalikan kepada orangtuanya’”. Keempat
anak jalanan manusia silver tersebut tidak peduli isi dari surat
pernyataan tersebut sehingga keempat anak jalanan manusia silver
masih tetap berkeliaran di jalanan walaupun telah pernah dibawa
ke Dinas Sosial Kota Medan.

Dinas Sosial Kota Medan akan menyimpan setiap surat
pernyataan yang ditandatangani oleh anak jalanan jika mereka
tertangkap hingga 3 kali tanpa rasa jera maka Dinas Sosial Kota
Medan akan melakukan tindakan lanjut yaitu dengan memanggil
kedua orangtua dan melakukan penilaian atau evaluasi atas tindakan
yang dilakukan anak’®.

Penertiban terhadap anak jalanan merupakan salah satu bentuk
penyelenggaraan perlindungan anak yang tepat. Negara, pemerintah
melakukan  penertiban  terhadap anak jalanan karena  bentuk
kewajiban dan tanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak
terutama hak terhadap anak jalanan. Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 ayat 1 menyatakan
bahwa: "Negara memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan
anak terlantar”.

Penertiban yang dilakukan tetap memperhatikan hak anak
jalanan terutama pada saat dilakukan proses assessment Dinas

Sosial Kota Medan memberikan hak kepada anak jalanan untuk

75 Hasil wawancara dengan R,S,G,P, Anak Jalanan Manusia Silver Dibina Di Panti Dinas Sosial Kota
Medan, Selasa 14 Desember 2021, Pukul 12.00 Wib
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memberikan penjelasan dan menghargai penjelasan anak jalanan
tersebut.

Menurt penulis, jika penertiban tidak dilakukan maka negara
telah melakukan penelantaran terhadap anak dan telah melanggar
ketentuan yang terdapat dalam Pasal 76 B Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
yang menyatakan bahwa: ”Setiap orang dilarang menempatkan,
membiarkan, melibatkan, menyuruh, melibatkan anak dalam situasi
perlakuan salah dan penelantaran”.

Ketentuan dalam Pasal 76 B Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak
dilakukan oleh setiap orang baik pemerintah, orangtua, dan
masyarakat maka dapat dikenakan Pasal 77 B Nomor 35 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan anak yang menyatakan: “Setiap orang
yang melanggar ketentuan sebagaimana maksud dalam Pasal 76
B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta
rupiah)”.

Menurut penulis, apabila Dinas Sosial Kota Medan tidak
melakukan penertiban terhadap anak jalanan maka pihak Dinas

Sosial Kota Medan dapat dikatakan tidak melaksanakan tanggung
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jawab berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat 4 Peraturan Walikota
Medan Nomor 01 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah
yang menyatakan bahwa: ”Salah satu tanggung jawab Dinas Sosial
Kota Medan vyaitu dengan melakukan pemantauan, pengawasan
dalam bentuk penertiban, dan pemenuhan hak-hak terhadap panti
tempat dimana anak jalanan tinggal dan ditempatkan”.
Pendataan

Hasil penertiban yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan
akan didata dengan tujuan sebagai laporan dari Pengelola
Rehabilitasi Masalah Sosial Kota Medan ke bagian Penyusunan
Laporan Kinerja (PLK) sebagai bentuk pertanggungjawaban dan
untuk mengetahui nama-nama anak jalanan yang ditangkap saat
razia. Data dir1 keempat anak jalanan manusia silver yang dibina
di Panti Dinas Sosial Kota Medan tidak hanya sekali telah
terdaftar di Dinas Sosial Kota Medan namun keempat anak
manusia silver telah sering diamankan oleh pihak Dinas Sosial
Kota Medan. Akibatnya, pihak Dinas Sosial Kota Medan melakukan
proses assessment kepada keempat anak manusia silver agar
keempat anak jalanan manusia silver memiliki rasa jera atas
perbuatan yang dilakukan’’.

Di sisi lain, anak jalanan manusia silver beranggapan bahwa

tindakan Dinas Sosial Kota Medan sangat berlebihan dengan

7 Ibid

65



beralasan mereka berada di jalanan untuk membantu perekonomian
keluarganya’. Dinas Sosial Kota Medan menganggap pernyataan
keempat anak jalanan manusia silver adalah suatu pernyataan yang
biasa dan sudah sering didengar pada saat anak jalanan diminta
keterangan. Hal ini dikarenakan anak jalanan manusia silver
tersebut belum memahami salah satu kewenangan Dinas Sosial
Kota Medan berupa pelayanan rehabilitasi sosial dan perlindungan
terhadap anak jalanan.

Menurut penulis, tindakan Dinas Sosial Kota Medan telah
sesuai dengan ketentuan yang diatur Pasal 23 ayat 1 Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang
menyatakan bahwa: ”Negara dan pemerintah menjamin perlindungan,
pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak
dan kewajiban orangtua, wali, atau orang lain yang secara hukum
bertanggung jawab terhadap anak”.

Pendataan terhadap anak jalanan manusia silver ini dilakukan
agar dalam pemenuhan hak anak jalanan dapat diberikan tanpa
adanya diskriminasi dan sebagai laporan pertanggungjawaban pihak
Dinas Sosial Kota Medan kepada Walikota Medan melalui Sekretaris
Daerah Kota Medan untuk mengetahui jumlah anak jalanan manusia

silver di Kota Medan mengalami penurunan atau peningkatan.

78 Hasil wawancara dengan R,S,G,P, Anak Jalanan Manusia Silver Dibina Di Panti Dinas Sosial Kota
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d. Identifikasi dan pendampingan

Pendampingan terhadap anak jalanan manusia silver dapat
terlaksana jika pihak keluarga menyerahkan anak kepada Dinas
Sosial Kota Medan. Latar belakang orangtua keempat anak jalanan
manusia silver berbeda-beda. Berdasarkan hasil assessment, keempat
anak jalanan manusia silver turun ke jalanan akibat keadaan
keluarga yang tidak harmonis’.

Keempat anak jalanan manusia silver tersebut termasuk kategori
anak Children on the street yang merupakan anak-anak jalanan
yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja anak di jalan,
namun masih mempunyai hubungan kuat dengan orangtuanya.
Penghasilan yang didapat akan diberikan kepada orangtuanya untuk
membantu perekonomian orangtua. Pendampingan terhadap anak
jalanan sangat perlu dilakukan khusus terhadap keempat anak
jalanan manusia silver yang ditertibkan oleh Dinas Sosial Kota
Medan®’.

Pasal 14 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya

sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum
yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah

7% Hasil wawancara dengan Bapak Lamo Lumbantobing, Selaku Pengelola Rehabilitasi Masalah Sosial
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demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan
pertimbangan terakhir.

Pendampingan akan diberikan jika kedua orangtua menyetujui
anak dibina oleh Dinas Sosial Kota Medan maka Dinas Sosial
Kota Medan akan memberikan tanggung jawab penuh kepada anak
dan akan ditempatkan di panti Dinas Sosial Kota Medan untuk
diberikan pembinaan®’.

Bantuan makanan

Bantuan makanan diberikan bagi masyarakat yang kurang
mampu atau masyarakat yang mengalami cacat secara fisik maupun
mental. Bantuan makanan juga diberikan bagi anak jalanan yang
berada di Panti Dinas Sosial Kota Medan. Keluarga keempat anak
jalanan manusia silver selama di Panti Dinas Sosial Kota Medan
masih mendapatkan bantuan makanan oleh Pihak Dinas Sosial
Kota Medan dan keempat anak jalanan manusia silver mendapat
makanan yang cukup untuk menjamin kesehatan anak®’. Bantuan
makanan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Medan kepada
keluarga keempat anak jalanan manusia silver telah sesuai dengan
BAB 1II Peraturan Wali Kota Medan Nomor 25 Tahun 2020
tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Jaring Pengaman
Sosial ~Paket Bahan Pangan (Sembako) Dalam Percepatan

Penanganan Dampak Sosial Akibat Corona Virus Disease 2019

8% 1bid

82 Hasil wawancara dengan Bapak Lamo Lumbantobing, Selaku Pengelola Rehabilitasi Masalah Sosial
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(Covid-19) di Kota Medan yang menyatakan: “Pemberian bantuan
jaring pengaman sosial paket bahan pangan (sembako) akan
diberikan kepada seseorang atau keluarga miskin dan tidak mampu,
seseorang atau keluarga Dberpengasilan rendah yang mengalami
kehilangan mata pencaharian yang rentan akibat dampak wadah
Covid-19”. Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: "Pemerintah
bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau
bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga
kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal
di daerah terpencil”.

Dinas Sosial Kota Medan dalam memberikan bantuan tidak
hanya yang kurang mampu namun juga terhadap anak yang
mengalami cacat. Bantuan yang diberikan berupa pelayanan
pengobatan tanpa biaya. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan
Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa: ”Setiap anak yang
menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial,
dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial”.

f. Layanan kesehatan

Dinas Sosial Kota Medan memperhatikan kesehatan keempat
anak jalanan manusia silver selama berada di Panti Dinas Sosial
Kota Medan. Hal ini dikarenakan cairan yang dipakai keempat

anak jalanan manusia silver tersebut merupakan cat berwarna silver
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atau perak yang mengandung vinyl chloride. Vinyl chloride adalah
zat kimia dan bukan produk akhir yang digunakan dalam propelan
semprotan aerosol yang dapat merusak kesehatan bahkan kerusakan
pada hati, ginjal, otak, cacat pada bayi, abortus, kanker hati,
kanker payudara dan kanker rongga mulut®® sehingga Dinas Sosial
Kota Medan terus memperhatikan kondisi keempat anak jalanan
manusia silver.

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan = Anak  menyatakan  bahwa:  “Pemerintah  wajib
menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang
komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat
kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan”.

Orangtua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan
tanggung jawab dalam memenuhi kesehatan anak maka pemerintah
wajib memenuhinya. Dinas Sosial Kota Medan telah memberikan
pelayanan kesehatan yang terbaik kepada keempat anak manusia
silver. Bentuk pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan
pada kulit anak manusia silver setelah menggunakan cat yang
berwarna silver atau perak tersebut mengandung vinyl chloride,
pemeriksaan gigi, dan sebagainya. Pemeriksaan dilakukan dalam

jangka waktu 1 bulan dalam sekali. Hal ini dilakukan untuk

8 Internet, 25 Juni 2021, https://radarsemarang jawapos.com/rubrik/coverstory/2021/01/10/bahaya-
mengintai-manusia-silver-jika-menggunakan-cat-biasa-selama-bekerja/
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mengetahui perkembangan anak jalanan yang dibina di panti Dinas
Sosial Kota Medan.

Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota
Medan kepada keempat anak jalanan manusia silver diberikan
secara gratis tanpa dipungut biaya. Hal tersebut sesuai dengan
Peraturan  Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  dalam
menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib sebagai upaya
membantu anak jalanan manusia silver, sebagaimana yang diatur
dalam Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak, agar anak dapat:

1. berpartisipasi dalam aktivitas sehari-hari

2. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan

hati nurani dan agamanya

3. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan

tahapan usia dan perkembangan anak

4. bebas berserikat dan berkumpul
bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan
berkarya seni budaya

6. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat
kesehatan dan keselamatan.

A

Selain itu, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak juga mengatur bahwa: “Setiap anak
berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai
dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial’. Hal ini
menunjukkan bahwa negara melalui pemerintah, dalam hal ini
dinas  sosial bekerja sama dengan dinas kesehatan telah
memperhatikan kesehatan anak karena kesehatan sangat berpengaruh

nantinya di masa mendatang.
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g. Pembinaan mental

Program pembinaan mental lebih diterapkan kepada anak jalanan
terutama terhadap anak jalanan yang masih dibawah umur. Bentuk
yang dilakukan adalah dengan memberikan nasihat dan ajaran
agama agar kehidupan anak jalanan jauh lebih baik dan terarah.
Pembinaan mental yang diberikan kepada keempat anak jalanan
manusia silver berupa ibadah gereja setiap hari minggu yang
dipimpin oleh Pendeta GBI Pinang Baris yang dilakukan di Panti
Dinas Sosial Kota Medan. Keempat anak jalanan manusia silver
setiap pagi sebelum melakukan aktivitas diajak untuk berdoa dan
bernyanyi atau yang disebut dengan saat teduh. Hal ini dilakukan
agar anak manusia silver tetap memegang teguh agama dan
kepercayaannya.

Pembinaan mental yang dilakukan oleh Dinas Sosial bekerja
sama dengan beberapa gereja dan masjid (GBI Pinang Baris, Gereja
Katolik Santo Krispinus Viterbo), masjid (Balai Diklat, Jamik). Hal
ini menunjukkan bahwa dinas sosial telah menjalankan peranannya
untuk menjamin hak-hak anak agar sesuai dengan Pasal 6 Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: “setiap anak
berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi
sesuai dengan tingkat kecerdasan dan wusianya dalam bimbingan

orangtua atau wali”.
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Salah satu anak jalanan manusia silver yang mendapat
pembinaan khusus adalah G merupakan salah satu anak jalanan
manusia silver yang mendapatkan pembinaan mental secara khusus
seperti mengajak G untuk bermain, bernyanyi, dan sebagainya.
Hal ini dilakukan karena G mengalami kekerasan yang dilakukan
oleh orangtuanya sehingga G merasa trauma jika melihat
orangtuanya. Anak jalanan manusia silver lainnya melakukan ibadah
sesuai dengan kepercayaan masing-masing dan Dinas Sosial Kota
Medan melakukan belajar alam agar anak yang dibina di Panti
Dinas Sosial Kota Medan mengenal alam®. Hal tersebut telah
sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:
“Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam
rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai
dengan minat dan bakat”.

Dengan demikian, anak tidak hanya memperoleh pengetahuan
tetapi juga dapat mengembangkan kepribadiannya sehingga menjadi
pribadi yang matang. Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan
pribadi, bakat dan kemampuan mental dan fisik anak seoptimal
mungkin. Pendidikan menyiapkan anak untuk ke kehidupan orang

dewasa yang aktif dalam masyarakat yang bebas.

84 Hasil wawancara dengan Bapak Lamo Lumbantobing, Selaku Pengelola Rehabilitasi Masalah Sosial
Dinas Sosial Kota Medan pada hari Senin 13 Desember 2021, Pukul 11.20 Wib

73



h. Pelatihan keterampilan

Pelatihan keterampilan yang diberikan adalah berupa pengajaran
bagi anak jalanan wuntuk lebih berkreativitas. Pasal 11 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
menyatakan bahwa: “Setiap anak berhak untuk beristirahat dan
memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya,
bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan
tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri”.

Bentuk vyang dilakukan adalah dengan mengasah hobi dan
mengajarkan mereka membuat suatu keterampilan yang bisa
menghasilkan uang agar jika saat pembinaan yang dilakukan dalam
panti atau rumah singgah sudah cukup anak dapat menggunakan
keterampilan tersebut dan tidak berkeliaran di jalanan. Keempat
anak jalanan manusia silver berpendapat bahwa mereka diperlakukan
baik di Panti Dinas Sosial Kota Medan dan tidak hanya sekedar
perlakuan baik namun pihak Panti Dinas Sosial Kota Medan
mengajarkan sebuah keterampilan seperti menganyam, membuat
kerajinan dari barang bekas, bermain alat musik dan mengajarkan
cara bernyanyi yang baik dan benar®®. Keempat anak jalanan
manusia silver diajarkan keterampilan secara bersamaan mereka
diberi kebebasan untuk membuat suatu keterampilan apa saja dan

setiap harinya kegiatan anak manusia silver tidak hanya melakukan

8 Hasil wawancara dengan R,S,G,P, Anak Jalanan Manusia Silver Dibina Di Panti Dinas Sosial Kota
Medan, Selasa 14 Desember 2021, Pukul 12.00 Wib
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keterampilan namun juga diajarkan bermain musik sesuai dengan
kemampuan anak jalanan manusia silver.

Pelatihan keterampilan yang diberikan Negara, Pemerintah, dan
Pemerintah Daerah tidak membedakan suku, agama, ras, golongan,
jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, status hukum, urutan
kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental karena hal tersebut
merupakan kewajiban dan tanggung jawab Negara, Pemerintah, dan
Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak anak terutama pada
anak jalanan manusia silver.

Menurut penulis, Dinas Sosial Kota Medan perlu membina anak jalanan
khususnya anak manusia silver dengan menggunakan Surat Keputusan
Nomor  563/25.k/vii/2021  tentang Forum Pusat Pengembangan
Keterampilan Skill Development Centre (SDC) Kota Medan Periode 2021-
2024. Surat keputusan ini terkait dengan pengadaan tenaga kerja,
peningkatan kualitas sumber daya manusia dan keterampilan masyarakat.
Pemerintah Kota Medan juga akan segera melaksanakan kerjasama dengan
perusahaan-perusahaan, pelaku wusaha, atau lembaga industri yang
membutuhkan tenaga kerja sehingga para lulusan dari pusat Skill
Development Centre (SDC) dapat disalurkan ke perusahaan-perusahaan
yang membutuhkan dan jumlah pengangguran di Kota Medan dapat teratasi
secara perlahan-lahan.

Kegiatan sosial
Bentuk kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Medan

adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan
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orangtua yang anaknya dibina di Panti Dinas Sosial Kota Medan
dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu.
Tujuan dilakukan sosialisasi agar masyarakat dan orangtua sadar
bahwa memenuhi kebutuhan anak penting terutama dalam hal
pendidikan karena hal tersebut merupakan dasar pokok anak dapat
mencapai  kesuksesan. Tidak hanya sosialisasi kepada masyarakat
dan orangtua saja namun anak jalanan yang dibina di Panti Dinas
Sosial Kota Medan juga dilakukan sosialisasi agar mereka
mengetahui bahaya berada di jalanan dan pentingnya pendidikan.
Pelaksanaan  peranan Dinas Sosial Kota Medan dalam
pemenuhan hak anak jalanan mansuia silver harus sesuai dengan
prinsip-pinsip perlindungan anak yang telah diatur dalam Pasal 2
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
menyatakan bahwa prinsip-prinsip tersebut menitikberatkan kepada
beberapa hal berikut:
a. Prinsip non diskriminasi
Prinsip non  diskriminasi yaitu tidak ada  perbedaan
(diskriminasi) perlakuan terhadap anak, prinsip non diskriminasi
ini menegaskan bahwa setiap anak harus dilindungi dari segala
perlakuan diskriminasi, baik dari suku, agama, ras, golongan,
jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, status hukum anak,

urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.
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Berdasarkan prinsip non diskriminasi semua hak yang diakui
dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan
kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun. Prinsip non
diskriminasi dinyatakan kepada negara untuk tidak melakukan
praktik diskriminasi terhadap anak dengan alasan apapun.

Setiap anak berhak mendapatkan keadilan atas hak-haknya
tanpa dibatasi oleh perbedaan suku, warna kulit, agama, status
sosial dan lain sebagainya. Penyelenggaraan perlindungan anak
harus  dilaksanakan bebas dari bentuk = diskriminasi tanpa
memandang etnis, agama, keyakinan politik, dan pendapat-
pendapat lain, kebangsaan, jenis kelamin, ekonomi (kekayaan,
kemiskinan), keluarga, bahasa, kelahiran serta kedudukan dari
anak dalam status keluarga. Setiap manusia termasuk anak
memiliki perbedaan satu sama lain. Namun dengan adanya
perbedaan tersebut tidak berarti diperbolehkannya perbedaan
perlakuan yang didasarkan oleh suku, agama, ras, antar golongan,
pendapat, latar belakang orangtua, maupun hal lainnya. Negara
sudah sepatutnya menjadi pelindung utama, sekaligus menjamin
terlindunginya semua anak dari segala bentuk diskriminasi®®.

Dinas Sosial Kota Medan telah menerapkan prinsip non
diskriminasi di masyarakat Kota Medan. Dinas Sosial Kota

Medan  melaksanakan  kebijakan  kepada setiap orang yang

8 Rizka Azizah Siregar, 2019, “Pemenuhan Hak Pemeliharan Anak Terlantar Di Kota Medan (Studi Di
Dinas Sosial Kota Medan)”, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
Medan, him. 48-49
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melanggar. Pembinaan yang diberikan oleh Panti Dinas Sosial
Kota Medan terhadap keempat anak jalanan manusia silver sama
dengan anak jalanan pada umumnya tidak memandang ras,
agama, jenis kelamin, dan status keluarga.

. Prinsip yang terbaik untuk anak (the best interst of the child)

Prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa
dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan
oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif,
maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi
pertimbangan utama, di mana harus memprioritaskan hal yang
terbaik untuk anak.

Berdasarkan prinsip kepentingan, terbaik bagi anak sesuatu
yang menurut orang dewasa baik belum tentu baik pula menurut
ukuran kepentingan anak. Sesuatu hal yang mungkin menurut
orang dewasa adalah bantuan, tetapi sesungguhnya penghancuran
bagi masa depan anak.

Pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa
depan anak bukan dengan ukuran orang dewasa dan tidak
berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Sebaiknya anak-anak
dilibatkan dalam setiap pembuatan kebijakan yang berkaitan
dengan anak. Keinginan baik anak harus menjadi dasar
pembuatan kebijakan itu sendiri. Namun, jika pendapat anak

tersebut tidak rasional maka itu kewajiban orang dewasa
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khususnya orangtua anak untuk memberikan pemahaman yang
baik sesuai dengan tingkat usia dan perkembangan mereka®’.

c. Prinsip hak anak untuk hidup (the right to life, survival and
development)

Prinsip hak untuk hidup dan kelangsungan hidup serta
perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak
yang mana hak ini harus dilindungi oleh negara, pemerintah,
masyarakat, orangtua dan keluarga. Prinsip hak hidup dan
kelangsungan hidup serta perkembangan memastikan bahwa setiap
anak akan terjamin kelangsungan hidupnya. Siapapun tidak boleh
mengganggu hak hidup anak. Dalam artian bahwa hak anak
tidak boleh diabaikan. Kelangsungan hidup serta perkembangan
anak merupakan sebuah konsep yang sangat besar dan harus
dipandang secara keseluruhan dan menyeluruh demi anak itu
sendiri. Hal ini dapat dilihat pada permasalahan hidup sehari-
hari yang menyangkut kehidupan anak. Setiap anak memiliki
hak yang melekat atas kehidupan dan secara maksimal harus
dijamin kelangsungan hidup dan perkembangannya demi masa
depan anak yang lebih baik®.

Dinas Sosial Kota Medan telah melaksanakan tugasnya untuk
menjamin perlindungan anak jalanan. Dinas Sosial Kota Medan

menerima penjelasan kesanggupan orangtua atas pemenuhan hak-

87 Ibid, him. 49-50
88 Ibid, hlm.50
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hak anaknya. Jika orangtua anak tidak menyanggupi, pihak Dinas
Sosial Kota Medan membantu orangtua dengan memberikan
anaknya untuk dibina di Panti Dinas Sosial Kota Medan agar
kehidupan anak tetap berlangsung dengan baik.

. Prinsip menghormati pandangan anak (respect to he views of
the child)

Prinsip  penghargaan  terhadap  pendapat anak  adalah
penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan
menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama
jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya. Hak
ini juga merupakan hak asasi manusia, setiap manusia berhak
untuk hidup yaitu menghormati serta menghargai pandangan serta
pendapat anak, sehingga anak merasa bahwa ia mendapatkan
perhatian.

Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak menegaskan
bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, anak
tidak boleh hanya dipandang dalam posisi lemah, menerima, dan
pasif. Anak tersebut memiliki pengamalan, keinginan, imajinasi,
obsesi, dan aspirasi, bahkan anak sangat khas dan sering tidak
dipahami orang dewasa. Anak mempunyai dunia dan harapan
sendiri yang tentunya berbeda dengan orang dewasa. Prinsip ini
dimaksud untuk memberikan kebebasan kepada anak dalam
rangka  mengembangkan  kreativitas  dan  intelektualitasnya

(kecerdasan intelektual) sesuai dengan tingkat usia anak. Namun
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yang perlu digarisbawahi adalah bahwa pengembangan kreativitas
dan intelektualitas tersebut masih tetap berada dalam bimbingan
orangtuanya®’.

Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa Dinas Sosial Kota
Medan telah menjalankan perannya terhadap anak jalanan manusia
silver agar segala hak-haknya dapat terpenuhi meskipun belum
secara keseluruhan dan maksimal. Peranan dalam pemenuhan hak-hak
anak jalanan tidak hanya tanggung jawab penuh oleh Dinas Sosial Kota
Medan namun pemerintah Kota Medan juga harus memperhatikan jumlah
anak jalanan di Kota Medan yang setiap tahun meningkat hal ini merupakan
suatu kegagalan.

Peranan yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Medan
merupakan peranan yang imperatif. Peranan imperatif yang dilakukan
oleh Dinas Sosial Kota Medan merupakan suatu peranan yang
wajib dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan. Bentuk peranan
imperatif yang dilakukan berupa pencegahan dengan dilakukan pengawasan
dan sosialisasi kepada masyarkat sedangkan bentuk penanganan terhadap
penyelenggaraan perlindungan anak yaitu: melaksanakan razia, penertiban,
pendataan terhadap anak jalanan, memberikan bantuan makanan,
layanan  kesehatan dan pembelajaran  keterampilan. Hal tersebut
dilakukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kota

Medan.

8 Ibid, hlm.50-51

81



2. Kendala Yang Dihadapi Dinas Sosial Kota Medan Sumatera
Utara Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Jalanan Yang Menjadi
Manusia Silver Di Kota Medan
a. Keterbatasan Dana

Dana yang diperoleh dari alokasi anggaran sangat minim.
Keempat anak manusia silver sebelumnya telah mendapatkan
bantuan berupa biaya kelengkapan sekolah, bahan pokok dan
vitamin, namun bantuan tersebut tidak dipergunakan khusus kepada
anak sehingga anak masih harus tetap di jalanan untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan dana di Panti Dinas Sosial Kota
Medan juga dikurangi sehingga pemenuhan hak-hak anak jalanan
manusia silver khusus keempat anak jalanan manusia silver sangat
terkendala. Hal ini dapat dimaklumi bahwa setiap tahunnya
Penyandang Masalah = Kesejahteraan  Sosial (PMKS) semakin
meningkat, sedangkan anggaran pusat harus dibagi ke seluruh
wilayah negara Republik Indonesia®.

Salah satu faktor terpenting dalam pemenuhan hak-hak anak
di panti asuhan yaitu dengan memberikan bantuan berupa dana.
Dinas Sosial Kota Medan memberikan rekomendasi permohonan

kepada Kementerian Sosial yang menyangkut biaya hidup dari

anak. Anggaran yang dapat diberikan dari Kementerian Sosial

% Hasil wawancara dengan Bapak Lamo Lumbantobing, Selaku Pengelola Rehabilitasi Masalah Sosial
Dinas Sosial Kota Medan pada hari Senin 13 Desember 2021, Pukul 11.20 Wib
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melalui Dinas Sosial Kota Medan kepada panti asuhan berupa
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) vyaitu
rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah di Indonesia yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, APBD yang
ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD diberikan kepada panti-
panti dalam kurun waktu pertahun yang dinyatakan dalam bentuk
tabungan anak’'.

Keterbatasan anggaran Pembangunan dan Belanja Negara
(APBN) yang diperuntukkan kepada panti asuhan menghambat
Dinas Sosial Kota Medan dalam menjalankan amanat yang tertuang
dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa
negara memelihara dan menjamin pemeliharaan anak jalanan®2.

Menurut penulis, peranan aktif pemerintah dalam hal ini
dibutuhkan untuk pengambilan kebijakan maupun pada tingkat
pelaksana, di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan.
Peranan yang lebih aktif dan efektif dalam bentuk tindakan
diterapkan untuk keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang dari
anak jalanan khususnya anak jalanan manusia silver.

b. Kurangnya sarana dan prasarana
Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak, menyatakan bahwa: “Negara dan pemerintah

91 Rizka Azizah Siregar, 2019, “Pemenuhan Hak Pemeliharan Anak Terlantar Di Kota Medan (Studi Di
Dinas Sosial Kota Medan)”, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
Medan, him. 59

92 Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
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berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana
dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak”.

Aturan tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Dinas
Sosial Kota Medan. Hal ini dikarenakan keterbatasan dana yang
dimiliki. Panti Dinas Sosial Kota Medan yang merupakan salah
satu sarana atau penampungan untuk anak jalanan sudah penuh
dan mobil pengangkut yang digunakan Dinas Sosial Kota Medan
adalah mobil pengangkut milik Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Medan (Satpol PP) sehingga Dinas Sosial Kota Medan bekerjasama
dengan Satuan Polist Pamong Praja Kota Medan (Satpol PP)
dalam melakukan penertiban.

Sarana di Panti Dinas Sosial Kota Medan juga terbatas dimana
keempat anak jalanan manusia silver yang dibina di Panti Dinas
Sosial Kota Medan harus bergantian untuk menggunakan fasilitas
yang disediakan oleh Panti Dinas Sosial Kota Medan seperti
bergantian untuk menggunakan kamar mandi, menggunakan alat
musik dan membaca buku karena keterbatasan dana. Hal ini telah
dilakukan upaya Dberupa pengajuan surat rekomendasi kepada
Pemerintah Kota Medan untuk membangun panti namun sampai
saat ini belum disetujui oleh pemerintah karena masih fokus dalam
mengatasi  Covid-19%.

Menurut penulis pihak Dinas Sosial Kota Medan perlu

melakukan kerjasama dengan beberapa panti swasta di Kota Medan

%3 Ibid
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C.

seperti Panti Asuhan Pelita Kasih Bersinar, Panti Asuhan Simpang
Tiga agar Panti Dinas Sosial Kota Medan tidak terlalu penuh.
Hal ini dilakukan sambil menunggu persetujuan pembangunan Panti
Dinas Sosial Kota Medan.

Kurang kesadaran masyarakat

Hal yang dialami oleh keempat anak jalanan manusia silver
pada dasarnya adalah faktor ekonomi dan lingkup internal keluarga,
sehingga terjadilah penyimpangan. Pasal 25 Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa:
“Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan
anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam
penyelenggaraan perlindungan anak”.

Masyarakat kota Medan hingga saat ini masih kurang peduli
terhadap perlindungan anak terutama pada anak jalanan. Mereka
menganggap hal tersebut bukan merupakan tugas mereka namun
tugas pemerintah. Masyarakat beranggapan bahwa memberikan sesuatu
kepada anak jalanan yang berada di jalanan, baik berupa uang
atau lainnya, merupakan suatu perlindungan terhadap anak jalanan
dan seakan-akan mereka berjiwa sosial padahal dengan kejadian
seperti ini dapat menyebabkan tumbuh suburnya anak jalanan
manusia silver yang berada di jalanan®. Pasal 72 ayat 3 Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

% Ibid
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Undang  Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
menyatakan bahwa:

Peran Masyarakat dalam penyelenggaran Perlindungan Anak

sebagaimana dilakukan dengan cara:

a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi
mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan
tentang anak

b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang
terkait perlindungan anak

c. melaporkan  kepada  pihak berwenang  jika terjadi
pelanggaran hak anak

d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi
sosial bagi anak

e. melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut
bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan
anak

f.  menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan

suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak

g. memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi

dan menyampaikan pendapat.

Dinas Sosial Kota Medan telah melakukan sosialisasi kepada
keempat orangtua anak jalanan manusia silver dan masyarakat
terkait bahayanya penggunaan cat yang mengandung vinyl chloride,
pentingnya pendidikan terhadap anak, dan sosialisasi terkait resiko
jika anak berada di jalanan. Akan tetapi, sosialisasi yang dilakukan
belum membawa hasil yang baik. Pada saat dilakukan penertiban
oleh Dinas Sosial Kota Medan, kenyataan di lapangan masih
banyak anak yang menjadi manusia silver.

Menurut penulis pihak Dinas Sosial Kota Medan perlu
melakukan  sosialisasi kepada  masyarakat terkait = pemberian
sumbangan, agar masyarakat tidak memberikan uang kepada anak

jalanan di jalan raya untuk mengurangi korban kecelakaan terhadap

anak jalanan dan sebaiknya masyarakat memberikan sumbangan
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melalui pihak-pihak yang terkait dengan anak jalanan seperti: Panti
Dinas Sosial Kota Medan atau Panti swasta yang berada di Kota
Medan (Panti Asuhan Pelita Kasih Bersinar, Panti Asuhan Simpang
Tiga) jika ingin membantu anak jalanan khususnya anak jalanan

manusia silver.
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